
BUPATI WAKATOBI 
PROVINS! SULA WES! TENGGARA 

PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR /% TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WAKATOBI, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 
ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
manjadi Undang-Undang, maka sebagai penjabaran 
pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2025, dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2025; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2025; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
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manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020--2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312 ) ;  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 
1447); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781 ) ;  

1 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 
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12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5); 

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 8); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 
2025. 

Pasal 1 

Rencana Kerja Pemerintahn Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026, serta berpedoman pada 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 
2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. 

Pasal 2 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 
disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB l PENDAHULUAN 

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

BAB VI PENUTUP 
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Pasal 3 

Isi beserta uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Diundangkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal A - 7 - 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Wakatobi. 

Ditetapkan di Wangi Wangi 
pada tan al 4- 7 -  2024 

BUPA I WAKATOBI, 

NADAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR 1%6 
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